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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena berkat rahmat
dan karunianya buku berjudul Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Teori dan Praktik Persidangan dapat diselesaikan.
Buku ini bermaksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh
tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
didasarkan pada pengalaman penulis sebagai hakim Ad Hoc Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura.

Undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
mengedepankan hukum sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan
perselisihan antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha guna mencari
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Meskipun, terdapat
kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial akan tetapi secara terselubung undang-
undang ini mencerminkan hukum yang hidup dengan mengedepankan
musyawarah untuk mencapai mufakat agar mendapatkan solusi yang
terbaik bagi kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha.

Dalam penulisan buku ini, penulis memperoleh motivasi dari
istri, bapak dan ibu mertua penulis serta dukungan dari berbagai
pihak, keluarga, sahabat, dan rekan sejawat baik dosen, advokat, serta
hakim. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan
terima kasih kepada mereka yang dengan caranya sendiri memberikan
dukungan kepada penulis.
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EKSISTENSI PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Sejarah Singkat Tentang Pengadilan Hubungan
Industrial

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang disahkan pada tanggal 14 Januari
2004 dan berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2005 dimaksudkan
untuk melindungi dan membentuk hubungan antara para pelaku dalam
proses produksi barang dan/atau jasa yang melibatkan stakeholder
(pengusaha, pekerja, dan pemerintah) apabila terjadi perselisihan di
antara pekerja/buruh dan pengusaha dengan mengedepankan nilai-
nilai hukum yang hidup (living law) yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Penyusunan undang-undang ini merupakan penggantian terhadap
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Perusahaan Swasta dengan tujuan agar terwujud peradilan yang
benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap para
pihak hubungan industrial yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Apabila dijabarkan, ada beberapa aspek yang melatarbelakangi
lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial. Pertama, sejak adanya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
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